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Development. training workshops, continuous mentoring, and post-training
evaluation. The training focused on website design, content
management systems (CMS), digital content management, and
website maintenance. The results indicated a significant
improvement in participants’ information and communication
technology (ICT) skills, particularly in website management and
content updating. Furthermore, an operational district website
was successfully developed and utilized as a medium for
disseminating public information and supporting administrative
services. The implementation of the website contributed to
improved transparency, accessibility of information, and digital
public services. In conclusion, website development training and
mentoring effectively strengthened the digital administrative
capacity of Bunaken District and supported the implementation of
e-government at the local government level. Continuous technical
assistance and periodic capacity-building programs are
recommended to ensure the sustainability of website management
and development.

PENDAHULUAN

Konsep pemerintahan digital (e-government) telah berkembang sebagai cara untuk
meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik berkat kemajuan teknologi informasi. Salah
satu komponen penting e-government adalah situs web instansi pemerintahan, yang memiliki
kemampuan untuk mendukung administrasi internal dan menyampaikan informasi publik secara
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real time. Namun, banyak pemerintah lokal, terutama di tingkat kecamatan atau desa, memiliki
sumber daya manusia dan infrastruktur web yang terbatas. Akibatnya, pengelolaan website tidak
selalu optimal.

Layanan publik digital yang lebih baik diperlukan di Kecamatan Bunaken, Kota Manado. Pada
saat ini, kecamatan belum memiliki situs web resmi yang dikelola secara mandiri, sehingga informasi
tentang administrasi dan layanan publik masih tersebar melalui media konvensional atau portal kota
secara umum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan dan bimbingan untuk aparat kecamatan
dalam membangun situs web mereka sendiri, sehingga mereka dapat mandiri dalam mengelola
konten web mereka, mempublikasikan informasi, dan memberikan layanan yang lebih transparan
kepada masyarakat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan website dapat meningkatkan
kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola layanan publik berbasis digital dan mendukung
implementasi e-government di tingkat lokal (Kuswandi et al., 2018; Handayani et al,, 2022). Salah
satu contohnya adalah pelatihan e-government yang diberikan kepada perangkat desa di Kabupaten
Karawang. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar staf mampu membuat dan mengelola situs
web sederhana untuk desa mereka secara mandiri setelah mengikuti pelatihan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi digital aparatur berkontribusi terhadap kemampuan
pemerintah desa dalam menyediakan informasi dan layanan publik secara daring melalui website
resmi pemerintah (Kuswandi et al,, 2018). Selain itu, penelitian di Desa Air Dingin menunjukkan
bahwa pelatihan dalam pembuatan website bukan hanya meningkatkan keterampilan teknis
aparatur desa, tetapi juga mendorong ide tentang "desa digital". Desa digital dapat memiliki situs
web yang lebih terbuka dengan informasi publik, layanan administrasi, laporan keuangan, dan
dokumentasi kegiatan pemerintahan. Pengembangan website pemerintah juga mendukung
penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memperkuat
transformasi menuju desa digital (Handayani et al., 2022).

Pada konteks yang lebih luas, kualitas website pemerintah menjadi salah satu faktor penting
dalam keberhasilan implementasi e-government. Warjiyono dan Hellyana (2018) menjelaskan
bahwa kualitas informasi, kemudahan penggunaan, dan kualitas interaksi layanan merupakan faktor
utama yang memengaruhi efektivitas website pemerintah. Selain itu, Rahmadianie (2023)
menyatakan bahwa website pemerintah yang dikelola secara baik mampu meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat. Penelitian Renmaur
et al. (2025) juga menunjukkan bahwa kualitas website pemerintah berpengaruh terhadap tingkat
kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik digital.

Secara global, transformasi digital pemerintahan telah menjadi agenda strategis dalam
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sektor publik. United Nations (2024)
menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan dapat meningkatkan
kualitas layanan publik dan memperluas akses informasi bagi masyarakat. Sejalan dengan hal
tersebut, OECD (2023) dan World Bank (2023) menekankan pentingnya penguatan kapasitas
sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur digital, dan penerapan tata kelola digital yang
berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan transformasi pemerintahan berbasis elektronik.

Temuan-temuan ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa pelatihan dan pembangunan
website bukan sekadar kegiatan teknis, tetapi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan tata
kelola pemerintahan lokal. Dengan adanya landasan empiris dari berbagai penelitian tersebut,
kegiatan bimbingan dan pelatihan pembuatan website bagi Kecamatan Bunaken menjadi sangat
relevan untuk mendukung modernisasi administrasi serta memperkuat implementasi e-government
di tingkat kecamatan.

Transformasi digital pemerintahan di Indonesia juga didukung oleh kebijakan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. Implementasi SPBE menekankan integrasi layanan digital
pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan
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berbasis teknologi informasi (Presiden Republik Indonesia, 2018). Selain itu, Kementerian PANRB
(2024), Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (2024), serta Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia (2023) menegaskan pentingnya pengembangan kapasitas sumber daya
manusia dan infrastruktur digital dalam mendukung transformasi layanan publik di tingkat daerah.

METODE PELAKSANAAN
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pengabdian masyarakat berbasis e-
government, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tahapan kegiatan meliputi:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, tim pelaksana menentukan kebutuhan Kecamatan Bunaken untuk
penggunaan situs web untuk administrasi dan layanan publik. Pemetaan kemampuan awal aparatur
dalam mengelola teknologi informasi, peninjauan infrastruktur dan perangkat digital yang tersedia,
dan analisis jenis data yang dibutuhkan masyarakat adalah semua bagian dari proses ini. Hasil
identifikasi digunakan untuk membuat materi pelatihan yang mencakup pengenalan konsep website,
struktur konten, penggunaan CMS, dan elemen keamanan data. Untuk memastikan bahwa proses
pelatihan berjalan dengan terarah dan efektif, tahap perencanaan ini juga mencakup pembagian
tugas instruktur dan penyusunan jadwal kegiatan.

2. Pelatihan / workshop

Kegiatan workshop yang berfokus pada teknik pembuatan dan pengelolaan website melaksanakan
tahap pelatihan secara langsung. Struktur dasar website, fitur utama CMS seperti WordPress, dan
prosedur pembuatan halaman penting untuk kecamatan, seperti profil wilayah, layanan
administrasi, struktur organisasi, dan pengumuman, diperkenalkan kepada peserta. Selama
pelatihan, peserta didampingi secara langsung oleh instruktur untuk memastikan pemahaman
mereka tentang setiap tahap, mulai dari instalasi CMS hingga publikasi konten. Untuk meningkatkan
keterampilan praktis peserta, workshop ini memberikan mereka kesempatan untuk menerapkan
teori ke dalam kehidupan nyata.

3. Bimbingan Berkelanjutan (Monitoring)

Setelah pelatihan, peserta menerima bimbingan tambahan untuk memastikan bahwa website
kecamatan terus dikelola. Pada tahap ini, instruktur memberikan pendampingan secara teratur
untuk membantu siswa menyelesaikan masalah teknis, memastikan pembaruan konten berjalan
dengan konsisten, dan meningkatkan kemandirian aparat dalam mengelola website. Monitoring ini
melacak kualitas konten yang dipublikasikan, keamanan website, dan kesesuaian data dengan
kebutuhan masyarakat. Dengan bantuan ini, peserta mendapatkan dukungan penuh untuk
mengurangi kesalahan teknis dan memastikan bahwa website digunakan secara optimal.

4. Evaluasi
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Proses evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif pelatihan dan seberapa baik peserta
menggunakan keterampilan mereka. Analisis penggunaan website yang telah dibuat, perbandingan
kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan, dan tanggapan dari aparat kecamatan
mengenai manfaat pelatihan terhadap tugas administrasi mereka adalah semua komponen teknis
yang dievaluasi. Selain itu, evaluasi juga mencakup aspek teknis seperti kecepatan akses,
kelengkapan konten, konsistensi pembaruan, dan tingkat pemahaman aparat tentang proses
pengelolaan website. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk membuat saran yang mencakup
peningkatan kapasitas aparatur dan kebutuhan akan pendampingan jangka panjang.

Gambar 1. Memaparkan singkat mengenai aplikasi dan animasi dalam pengenalan institusi Jurusan
Teknik Elektro Unsrat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Kecamatan Bunaken, kemampuan ICT aparaturnya meningkat secara signifikan sebagai
hasil dari pelaksanaan program bimbingan dan pelatihan pembuatan website. Hasil observasi yang
dilakukan selama pelatihan menunjukkan bahwa peserta memperoleh kemampuan dengan cepat. Ini
terutama terlihat pada pemahaman mereka tentang struktur dasar website, penggunaan Content
Management System (CMS), dan kemampuan untuk mengunggah dan memperbarui konten secara
mandiri. Perubahan ini dapat dilihat dari perbandingan hasil pre-test dan post-test. Meskipun
sebagian besar peserta sebelumnya tidak tahu cara membuat halaman web, mereka akan dapat
membuat halaman penting seperti beranda, profil kecamatan, struktur organisasi, layanan publik,
dan halaman berita dan pengumuman setelah mengikuti pelatihan.
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Temuan ini sejalan dengan penelitian Kuswandi et al. (2018) dan Handayani et al. (2022)
yang menunjukkan bahwa pelatihan website mampu meningkatkan kompetensi digital aparatur
pemerintah dalam mengelola informasi dan layanan publik berbasis teknologi informasi.
Peningkatan kemampuan peserta menunjukkan bahwa pendekatan pelatihan dan pendampingan
yang diterapkan dalam kegiatan ini efektif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia
pada tingkat pemerintahan lokal.

Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga menghasilkan
pembuatan situs web kecamatan yang dapat digunakan untuk administrasi dan informasi publik.
Website yang dibangun menyediakan berbagai informasi strategis, termasuk gambaran umum
Kecamatan Bunaken, visi dan misi, serta struktur organisasi dan layanan publik yang penting.
Website ini terus diperbarui dan mudah diakses, sehingga staf kecamatan dapat menambahkan
informasi baru kapan saja tanpa bergantung pada orang lain. Temuan ini juga sejalan dengan
Bustomi et al. (2024) yang menyatakan bahwa website pemerintah dapat berfungsi sebagai media
informasi, publikasi, dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Keberadaan
website memungkinkan penyebaran informasi secara lebih cepat, akurat, dan mudah diakses
sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital. Pembuatan situs web
ini merupakan langkah awal penting bagi Kecamatan Bunaken dalam membangun layanan publik
berbasis internet.

Dari perspektif transparansi, situs web kecamatan membantu menyebarkan informasi secara
terbuka kepada masyarakat. Melalui kanal digital yang resmi dan mudah diakses, masyarakat
sekarang dapat mengetahui informasi yang sebelumnya sulit diakses. Pengumuman, agenda
kegiatan, alur layanan, dan informasi administratif dapat didistribusikan dengan lebih cepat dan
akurat oleh pemerintah kecamatan. Ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang
transparan, yang berarti bahwa orang-orang berhak untuk mengetahui apa yang terjadi dengan
pelayanan publik dan kegiatan pemerintah di daerah mereka. Oleh karena itu, situs web ini tidak
hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan catatan tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kecamatan. Hasil ini sejalan dengan
temuan Mahayoni dan Wirantari (2021) yang menyatakan bahwa website pemerintah dapat
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan informasi yang lebih cepat, transparan,
dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan pelatihan dan pengelolaan website kecamatan, ditemukan beberapa
tantangan yang memengaruhi efektivitas penerapan website sebagai media administrasi digital:

1. Sumber Daya Manusia
Setelah melakukan pelatihan sebagian besar pegawai bisa mengelola website tersebut,
namun terdapat resistensi awal karena adanya pegawai yang belum terbiasa dengan CMS.

2. Keterbatasan Infrastruktur
Akses internet di daerah tersebut belum memadai dan perangkat keras belum selalu
memadai.

3. Pemeliharaan Konten
Para pegawai dalam kantor kecamatan butuh konsisten agar konten website terus di
perbarui (informasi kegiatan yang di lakukan kantor kecamatan dan pengunguman) agar
website tetap relevan dan berguna bagi Masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pelatihan dan bimbingan pembuatan website untuk kebutuhan administrasi
Kecamatan Bunaken telah meningkatkan kapasitas aparatur dalam pemanfaatan teknologi
informasi. Peserta telah menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memahami konsep dasar
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pengembangan website, mengelola konten digital, dan memanfatkan website. Pelatihan ini
mencakup perencanaan, pelaksanaan workshop, pendampingan berkelanjutan, dan evaluasi. Hasil
kegiatan ini juga menunjukkan bahwa keberadaan website mampu meningkatkan transparansi dan
efektivitas layanan publik, khususnya dalam menyediakan informasi administratif yang sebelumnya
sulit diakses masyarakat secara cepat. Meskipun demikian, untuk memastikan keberlanjutan
pengelolaan website, masih ada masalah terkait keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan
peningkatan kemampuan teknis aparatur.
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